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BINBKAMAS AN

Pombantu  Walikotamadia Semarang adalabh Lembaga  ataa
pPriabat  pusat  yang . bertanggung  Jawah  linmgsung kepada
Walikotamadia Kepala daerakh Tingkat 11 Szmarang . ,
Mergmenyal  tugaes mengkoordinasikan, mseengawasi dlan membina
PNy L) EnggHriaat fﬂt;'mer'inta.han (HT TN PEmbangur o an
boomanyarakatan dalam  lingkungan wilayab  kerijianya 1ian
urusan Peaecintaban Jainnya dalam ranqké peny el enggaraan

Aty dehumsentrasi .

Pongatucran mengenai pembantu Walikatimadia Semarang
herubalh sesuni dengan perubahan wilayap Eecamatan 1Iahmma&q;
wilayalhy FKotamadia [@erabh Tingkat IT Semarong , yolta
dibogi menjadi 3 {tiga) hagian :

1. Pembantu Walikotamadia Semarang Wilayah 1 Benuk

2. Pembantu Walikotamadia Semarang Wilayah il
Banyumanik
%. Pembantu Halikotamadia sematang Wilayah 111
Mgaliyan
Pranhiantu - Walikeotamodia Semarang adalabh jabatan atauw

-lembraga  yang sebelom-dikeluarkannya UU Ne.5 Tahun 1974

‘diberi nama "Wedana® atan  “Pembantu/Penghubung ~ antara

‘Walikotamadia dengan Camat yang ada dibawahnya.



SuUMMARY

The Deputy to Mayor of Sewmarang Regenoy  is 0 the
inntitution or Lhe center which has A reopoosibi PGy o

Yine Mavor of Sewarang directily.

Tt tanks is  tu coordimate, tor cemilean) Aand Lin
AT Lain L running of the gemrerreadl c_;twwrmnenl.;
cerpz lopnwn Comd socigly withinm its work  area and obiheee
eavernent in dealing with - the Aapptiocation of

decancentration principle.

The Regulatiogm concerning the deputy Lt Mayor
Sewarang  regency can be changed in accordance  with  tha
change of zub district [(Kecamatan)] within thwe ety of

Gumarang. 1L can be categorized intu 3 areas i.e :

1. The Deputy to mayvar of Semarang for I Genuk worck
area. '

2. The Depuly toc Mayor of Semarang for 11 Banyumanik
Work area

2. The Deputy to Naynf af Semarang for 111 MNgalian

wark atoa
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BAR I

PENDAHBULDAN

A, [atar Belakang

Dalam Undang Undang Dasar 1845 diatur nengenal

Femerintahan Dasrah yaitu dalam pa=al 18 yang benyebutkan

Fembagtanr dasrah  Indopesia atas Daerah besaes dan
Fecil, - dengsan bBentuk Ssusunan - peterintafiannya
ditetapkan dengen Undang-undang dengan mesmandang  dan
mEnagingat dazaer peErausyawara tan dalam Sletim
pemerintahan negara , don Mak-MNak asal  usul ol am

dagrabi-daerabh yang bersitat istimewa.

-

Sebagal . aturan pelaksanasn darl pasal. terasebut yaltu

tentang Pemerintshan 4i Daarah maka dikeluarkan Undang-
undang Ko. 5 Teshun 1974 . tentang Pokok-pokok
Pamerintahan di Daerah sebagail pengganti dari Undang- -
undang No 18 tahun 1865 .

Dalam Undgns-undang Ho.5 Tahun 1974 , BAE IV mengatur

, tentang Wilayah Admlnistratif ,pesal 72 menyvebutkan :

Vi),

[

(3.

(4t

Dalam ranéka pe;aksanaan asas dekonsentrasi, wilayah
Negara Kesatwuan  Repuablik Indonesia dibagi dalam
wiiayéh - wilavah Propinsi dan Ifbukota MNegara,

W laral Fraplnsel dibagi ofer d am wilavah=wilavah
Fabupaten dan Kotamadis.

Wilayah Kabupaten &an Kotamadias dibag:l dalam Wilayah-—
wilayvalh Aecamatam

dpabila dipandang perlu sesuaal dengsn Rebutufan  dan

perkembangantiya,dalam wilayah Katwipaten dapat



Fibenstuk Kata Administratir ¥arng pengaturannya

ditetaphkan dengan Feraturan Femerintah.

Kemudian  didalam pasal 73 diatur mengenai Pembantu
Gubernur dan Pembantn Bupati atau Pembantu Walikota madia,

Apabils dipandang periu,Menteri Dalam MNegeri dapat
manuniuk  Fesbantu Subernue, Pembantu  Bupati  atau
Pembanty walikota Madis yang mempunyal wilayvah Aeria

tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Didalam suatu negara yang menpunyail wilsyvah  vang
lua=,tidaklah mungkin aeluruh urusan nagara dapat
diselaesaikan aleh alat-alat perlengkﬂpan vang hanﬁé{
berkedudukan dipusat pemerintahan neéar*; Oleh karena itu
untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan di daerah-
daarah dlbentull atau dladakan alat pemerintahan / Lembaga
Pemarintahan lokal yang ada di daerah tergebut . Alat
Pemerintahan / Lembaga Pemerintahan yang ada di daserah ini
dalam melaksanakan tugasnya ada yveng berdasarkan asas
Dezentralisasl dan ada vang berdasarkan asas
Dekon=entrasi atau Juéa hisa berdasarkasn kedua agng

tersebut acoara bersamaan.

Asas  Deaentralisasi adalah Penyerahan urusan
pemerintahatau Dasrah Tingkat atasnya kepada Daeah menjadi
urusan ruamah tangeanya . Dekonsentraz=l sadalah Pelimpahan
wewenang dari Pemarintah atau Kepala Wil&yah atau Kepals
Inatansl Vertikal tingkat atasnya kepada pedabat-pepabat 2
di daerah. . Sedangkan Otonomi Daerah adalah WEWQPaqg dan g
Kewsd lhan Dasrah untuk mengatur dan mengurus rumah ]
tangganya =mendirl dengan peraturan perundang-undangan

vang berlaku,




Haskipun diakui heatapa rentingnya alat-alat
rerlenglkapan ﬁamerint&han vang berkedudukan di  Pusat,
tidak kalah pentingnya alat-alat perlengkapan pemerintah
yang berkedudukan d1 daerah . Sebagisn besar dari alat-
alat perlengkapan negara adalah berupa alat—-alat
periengkapan yang berkedudultan 44 dasrah. oleh karena itu
dapat dipastillan pula pentingnya peranan alat-alat
perlongkapan pemerintahan tersebut, susunan dan tata cara
bekerja darl alat-alat perlenghapan tersebut. Aturan-
aturan dan ketantuan -~ketentnan yang mengatur atau
ménentukan hal-hal tersebut, harus dapatr dijadikan dasar
untuk mewujudkan tata susunan alat-alat perlengkapan yang
berkedudukan di daarsh yvang berdaya guna dan merupakan
suatu kebulatan mistim kerja alat-alat perlengkapan
setempat bersama-sama dengan alat-alat parlengkapan
ditempat lainnya dan dengen ‘dlat-alat ' perlengkapan vanﬁ_
berkedudukan di pus=at. .

Alat-alat perlengkapan pumerintahan lokal merupskan
bagian dari alat-alat perlengkapan negars,oleh karena fitu
pula penyelenggaraan pemarintahan lokal harus tunduk pada
asas -apas penyelanggaraan FPemerintahan Hegara,

Salaly saty alat perlengkapan yang mempunyal peranan
vang sangat prenting dalam aistim Pemerintshan di Indoneala
namun =ediklt sekall buku-buku atau tulisan tulisan yang
mengungkﬁp tentang alat perlengkap&n tersebut adalah
Pembantu ‘Bupati / Walikota madia Daerah Tingkat 1T

Dalam penjelan pasal 73 Undang —~undang Ho.5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokck Pemerintahan di daerah dilkatakan
hahwa menglhgat luasnya tugse-tugas yang dihadapi oleh ;;
-

Repala Wilayah dalam menyvelenggarakan urusan pemerintahan



umum, terutama dalam hal pengawasan terhadap Jalannya
rpemerintahan Daerah maka Menteri Dalam RNegeri dapat
menunjult Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati dan Pembantu
Walikotamadia dalam rangka Dekonssntrasi.

Mengingat kedudukan Gubernur adalah Juga ssbagsl
Kepala Daerah Tingkat I sebagai palakaaﬁaan Desentral izasi
dan Bupati / Walikota madia juga sebagal FKepala Daerah
Tingkat II eebagal pelakaana&n azas Desentralizasi maka
dalam praktek-pen?eiengg&raan pemerintahan apalkah pembantu.
Gubernur atau Pembantu Bupati / Wallkota madia Juga
melakukan tugas-tugas dalam rangka membantn
Gubernur,Bupati/Walikcta madia secbagai Kepala Daerah
Tingkat I dan Kepala Dasrah Tingkat II. '

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No 18 Tahun
19685dan Undang -undang No &5 Tahunlgv4d sdibeplakukan
Undang-undang Ha 5 'Tahun 1958 tentang penyerahan
pemerintahan umum. Undang-undang terzshut menghendak i
adanyz penghapusan Karesidenan dan Kawedanan. Kehendak
penghapusen  ini  dilsksanakan dengan  dikeluarkannva
Peraturan Presiden Ho 22 Tehun 1883 , tentang penghapusan
Karesidenan -dan Kawedanan. Peratuaran Preslden ini mulai
berlakuy pada hari diundangkan yailtu tanggal 25 Oktober
1983, dan mulai saat ini}nemqu karesidenan dan Kawedanan
atau wilayah vpemerintshan yang setingkat,dengan nama
apapun  Juga diselurvh wilayah Indonesia dinyatakan dl
hapus ( pamal 1'}. i

Dehgan dibarlakukannya Undang-undang HNo 18 tdghun
1985, ternyata dasar plkiran untuk menhapus pemerintahan
pamong praja maslh tetap dianut dan dilaksanakan. Undang-
undang ini hanva mengatur pokok-pokok pemerintahan Daerah



Otonom dan menetapkan adanya tiga tingkat Daerah Otonom

yaity .

a. Propinzsi dan / atau Kotaraya sebagal Daerah 0Otonom
Tingkat 1.

b. RKabupaten dan / atau Kotamadva sebagal Daerah Otonom
Tingkat II.

c. HKecamatan dan / atau Kotapraja sebagai Daerah (Gtonom

Tingkat IIT.

SZedanglkan Karesidenan dan Kawedanan tetap barstatus
seperti gemula. ‘

Untuk menjaga Jangan sampai timbul kEeragu-raguan
tentang =status Karesi&eanah -dan Kewedanan dikeluarkan
Instrukai’ Menterl Dalam Hegeri No.21 Tahun 1865 tentang
Kedudulkan dan 7Tugas pars Pembasntu /Penghubung EKepeala
Daerabh Tingkat 1 s II . Dalam Instruk=i Menteri. Dalamﬁﬂﬂﬁ%
Begeri ini pada prinsipnya ditegaskan kemball keduduk;n:.
residen. dan wedana masing-masing aebhagal pambanty
/penghubung  Kepala  Daerah Tingkat 1 dan Pembantu
Penghubung Hépala Daeah Tingkat II.

Khu=us di Daerah Propin=i Jawa Tengsh , maka
berdasarkan Inatrukei Menteri Dalam Hegeri No.21 Tahun
18685 tersebut dikeluarkanlah Insatrukei Gubernur Xepala
‘Daerah Propinsi Jawa Tengeh Ro.4 Tahun 1968 -tentang
'Kedudukan, Fungéi, Tpﬁaa dan Kewenangan para Pembantu
“/Peanghubung . Gubernur Kepala Deerah Proplngsi Jawa Tengah
dan para Fembantu/Penghubung Bupatl/Walikota Madia Kepala
Dasrah dalam daerah Propinel Jawq_Tengah.

Daengan demikian Jelam bahwa dl Daerah Propinsi Jawa Tengah
pATa bekas RBesiden berkedudukan _m@abagai
Pembantu/Penghubung gubernur Kepala Daersh Tingkat I,
pedang Wedana berkedudukasn sebagail Pembantu /Penghubung



bupati/Walikotsa Kepala Daersh Tingkat II.

Tetapi dikemudian hari,berhubung dengan perkembangan
kehidupan masyarsakat dan perkembangan ketata pemerintahan
daerah,make dipandang perlu wuntuk meningaun kembali
Instruksi Gubernur Kepala Daersh Tingakt I Jaws Tengah
Ho.4 Tahun 1966 tersebut. Untuk keperluan tersebut
dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Tengah , No.Hukum G.23/3715 tertanggal 31
fAgustus 1967 yang menetapkan :

"Merubah  Instruksi gubernue RKepala Dasgeasl FPropinsi

Jawa fengah Mo, & Tahun 1985 menfadl Insfroksi,
Hubarttiuyr  Kepala Dagrak Fropinsl Jawa Tengah No., 4

oo

Tahun- 1964 ( disempurnakan }

Sehubungan dengan adanya perubahan ~ penyempurnaan
tergebut ,meka dikeluarksnlah Surat Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Tengah Mo. Hokum G.23/3/18 +tanggal 7
September 1987, perihal pelakeanaan Iinstruksi  Gubernur
Fepaula Daerah Propinsl Jaws Tengah Ho.4 teahun 1988
{disempurnakan 3}, VENE ditujukan kepada Sfmya
Pemb&ntuf?&nghgbung Gubervur Kepala Daerah Propinai  Jawa
Tangah .

isl Burat tersebut adalah sebagal berikut

"Sebagaimans Saudara telabh maklum maka  barhubong adesngan

Ferubahan Sperikembangsn kebidupan masyarakal serta ketata

paErin tahan dasraly digandang pecloc  wntuk MEr L0 &L
Rembaa 1 Instrakss kami No. 2 ta b 1944 tentang
Nedudukan, fungsi, Tugsas . dan Kerverrangar = Tpars

Femban tu/ Penghubung Subermnurs/Supati AWalikata kapala

Damrakh.



Serhrbungan dengan = perubshan  tersebui wang salinan
teputusannya  bersama  Ind  kami  lampirkan  maka  kami

mergharap perhatian saudara atas hal-hal sebagal berikut

d. FKami sangat menghargal prakarsa para Fembanfu -
Fanghubung  Gubernuwr Kepala Daerah untuk  Mengsadaskhan
peainfanan daarah-daerah  bawahan gan langoung

memblcardkan dari hatl ke hati dengsn rabkiyat, sudah
barang tentu setelah terlebih dahulu  memberi tahukan
Mk st peninjamaﬁ i tur kepada Bupatbl sailiftota  Madia
Pagrah Tingkat II selanjutnya mengadakan peningacan
bersama-sama dengan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II .
Dalam pada Iftu ﬁem&icaraén dari Rati ke hati Jugs
dilakukan secars tidak resmi :

2. Seperti Jelas dgengan AaManya, tugas Lutama
Femban tu/ Fenghubung Gubernur kKepala [aerah adalah
menjadi "Pembantu®. dan ﬁFEnghubﬁﬁg"' antara Gubernur
Kepala Daeraﬁ‘¢9ngan_5ﬁpati Kepala daeral dalam rangka
tugas Fubeinur salaky "Sﬁardjnatar” antara Jfawatan-
Jawatan pemerintah Pusat dan Dagrah dan "Fengawas" atas
Jalannya Pemériﬁtah Dasrah di wilayvabnya atas dasar
instruksi -—instruksi / Petunjuk—-petuniuk ~ Ferintah-
peErintah yvang dikeiuarkan aleh Gubernu-.

J. Dalam melakukan - pEngarahan kegiatan dalam rangka
kebijakﬁanéan Pemerintqh Pagrahr Saudara dapat bersikap
dan bertindak Enrgktif;

- Damikian apa yang kami kemukakan diatas mutatis
mutandis berliku ‘pula bagi para FembantiusPenghubung
Bupatis Walikota Madia Xepala Daerah 4i sslurufn Dagrah

Fropinsi Jawa Tengah.

Akhirnyva hamd mengharap_perhatf&n Saudara wntuk

fiindshkan seperlunya



HL“_Eﬁﬁhﬂhna&nmé_ﬂgrumuaﬂnﬁﬂnanlﬂh

Seperti telah dikemukakan diatsas vyaitu berpangkal
roda pasal 72 dan pesal 73, penulia ingin mengetahul lebih
lanjut tentang Kedudﬁdukan dan tangaung Jawab Pembantu
walikota Madia daersh Tingkat II Semarang.

Agar dalam pembahasan tidak menyimpang dari Judul
tersebut,maka rerlu diketahui perumusan permasalahan  yang
hendak dibahas , Jjuga perlu adanya pembatasan masalah

Adapun yang akan kami bahas dalam penelitian ini
asdalalhh masmalsh yang berkaltan dengan @

1. Bagaimana Kedudukan .Pembantu Walikota madia Daerah
Tingakat II Semarang menurut Undang-undang Ne 5 Tahun
1974

2. Tanggung Jjawab dan Tugas apa sajakah yang harus
dikerjakan oleh Pembantu wallkota madisa Daarah
Tingkat II Semarang.

Penelitian ini mengambil ‘lokaal Di Wilayash FKRotamadia
Daerah  Tingket II; Semarang,sehubungan dengan  adanya
perubahan wilayaﬁ Kutamadia Daerah Tingkat 11 Semarang
yang tadinya mempunyal 1 (satu) Pemﬁentu Walikota Hadia
sskarang menjadl 3 (tiga) wilayah Pembantu walikota Madia



BAR 1I

'TINJAUAN PUSTAKA

A.. Remerintshan Administratif

Mengenai Pgmerintahan Lokal menurut Joeniarteo, 3H
dikatakan ) '

"dikenal adanya dus jenis Femerintahan lokal .yaitu
pemerintahan Jak?l administrati¥ ( [Iokal — stats
goverment) dan Femerintahan Lekal yvacg mengurus Rupah

tangganya sendiri (. Lokal AL EOROMUS Goverment )™

Dari sejarsh ketatanegaraan In&ohesia kita meﬁgenal
dua Jjenis Pemerintehan lokal yaitu :

1. Pemerintahanﬁluk&l-ﬂdminiutratif

2. Pemerintaban;lokal yang mengirus rumah tangganya

| sendlr_i. s .'"--'r!-:_\r‘“ . .

R

Barhubung Heé&ra  pada maza sakarang relatif luas,
nala ﬁldaklah. mungkin- pesnyelenggaraan segals urusah
pemerintahan itu selurvhnya dieerahkan atau dilaksanakan
oleh Pemsrintah Pusaﬁﬂyang berkedudukan di Ibukota Hegara.
Oleh karena itu untulk 'mqnyulenggnrakan uruaan-urusan

i‘pusat, vang terdapat di daecarah ,maka dibentuklah

pemerintahan @ lokal administrasi dengan dasrah
adminiatratifnys sebagail wakil dari pemerintah puszat.

Pemarintahan tersabut bersifat menyelenggaraken saja
petunjuk atau perintah-parintah dari pusat, oleh karena
itu aebanarnya hanya bersifat panyelenggaraan
administrasi,petunjuk-petunduk atau perintah-perintah dari

g



Pemerintah Pusat .

Jad{ Pemerintah Lokal Administratif merupakan bagian
atau cabang dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Tingkat
ata=zannya. Pemerintah Lokal administratif pusat terbentuk
pada saat pemerintah pusat tidak lagl mampu mengurus
urusan-urusannya yang tersebar di daerah dengan alat-alat
perlengkapan yang hanya berkedudultan di pusat pemerintahan
negara. FPemerintah jenis ini tidak bolah menyelenggarakan
suatu wurusan yang timbulnya dikarenskan atas inislatif
zendirl dalem arti berhak mangatur urusen sebagai urusan
sendiri., meskipun dalam menjdalankan tugassnys dapat salda
diperlukan keblijaksanaan tetapi terbataz dalam arti
menjalankan kebljak=anaan lebih lanjut darl pada perintah
pemerintah pusaf. K

| .

Hubungan antara Pemerintah Lokal Administratif dengan
Pemerintah Pusat adalah hubungan menjalankan perintah atau
hubungan atasen dan beswshan.  Pemerintahannya dijalanken
oleh seolah HRepala Pemerintahan yang merupakan pegawal
Pemerinteh Fusat den ditempatkan di deserah untuk mengurus
uruaan-urusan 'pusat yvang terdapat di deerah yang menljadl
wewenangnya. Kepala Pemerintahan inl dibantu oleh pegawal
pegawal pemerintahan pusat lainnya yang ditempatkan

dibawah perintahnya.

Pemerintahan 1oka1 adninietratif ini diselenggarakan
dengan pembiayaan yvang asalnya darl puseat, sedangkan
pemarintahannya dilakukan oleh sesorang pedabat pemerintah
pusat vang ditempatkan di daerah.

Jadi dazar dari Pemerintsh lokal administratif adalah
asss dekonsentragl,yang berartl . -
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a. Ditinjau darl segi pemberiazn wawenang, dekonsentrasi
adalatt pemberian wewenang dari pemerintaharn pusat
kepada pejabat-pejabat bawaban oGi dagrah Lo bk
metiyelanggarakan  tugas—tugas atal wewsnang-weNenang

yang terdepat di dasrah.

o Ditinian dari pembon tukan pemae i tah fokal
administratif,asas dekonsentragi bPerarti  asas  vang
akarn  memben tuf pemerintahan lobal  adwinistratis  Ji
Jagrafh wntulk  pemerintah pusat o yvang tesrdapad dHi

dameah administrati? wang bevrsanghaban.

c. Ditinfau dari segl pembagian wilavah negara  asas
dekaonsenbtrasd JAalah asas vang aken membagl wilayah
negara menltadd dasvrab-dasral daripada pamerintafian

ipkal administratir.

Sedangkan menurut Undang-undang Ho. © Tahunlf?4 dalam
pasal esatu huruf f mengenai pengertian Dekonsentrasi
adélah pelimpahan wewenang darl pemerintah atau kepals
wilaynh— atau kepala instansl vertikal tingkat atasannya
kepadapedabat-pedabat di daerah.

Mmehinhahnn_naﬂzah_mnﬂm

Pemerintahan lokal yang berhal mengatur dan mengurus
rumah tangganya egendirl Ini mempunyal perbedaan yvang
prinaipiil dengan Jlenis pémerintahan lokal administratif.
Pemarisitahan lokal inl bukan merupalkan bhagian atau cabang
remerintah pusat atau pemerintah atasannya . Walaupun
didaerah-dasrah itu dibentuk pemerintahan administratcif
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didalam penyelonggaraan kepentingan masyrakat ,  untuk
memnperoleh hasil yang =ebalik-balk dalam penvelenggaraan
urusan ltu perlu diadakan penyesualan dengan situasi atau
keadaan dari masing-masging daerah. Terhadap urusan-urusan
tersebut yang penvelenggaraannya tidal: didasarkan atas
garis-~garlis kehljalsanaan puzsat, dapat dijadikan sebagal
uruzan Rumall Tangaga Daearah,

Dl2ngan meningkeatnya kemajuan masyrakat di dasrah-
daerah tidak akan memuaskan apabila tidak menglkut
sertakan tenaga-tenaga yvang berada dalam masyarakat darl
suatu daerah tervtenty yang mengetahui kepantingan—
kepan;ingan daerah ibtu . Unbuk dapat menvelenggaralkan
Pemerintahan Hegara yang sebaik-bailnya di tingkat-
tingkat daerah dan untuli lebih memudahkan didalam
panyesuaian dengan situasi dari pada maﬁiné—masing
daerahnya ,» Pperlu diplsahkan bebearapa urusan-urusan
terteantu unthuly penvelanggaraannva diserahkan kepada
Pemerintab Lekal yang mengutus urusan-urusan terssbut
uﬁtuk diatur dan diselenggarakan atas kebilaksanaan
sendiri sebagai urusan rumsh tangganye sendiri. Didalam
suatu pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri,dapat pula dibentuk satuan tuges
¥husus, yang dikenal dengan nama "Dinas daerah " . Urusan-
urusan Negara yang terdapat didaersh perlu diadakan
perbedaan ahtara urusaAn-uUruSan yang tetap merupakan
urusan pemerintah pusat mendirli atau o¢leh pemsrintah
deerah yang mengurus rumah tangge sendiri tingkat atasnya,

Untuk menyglengg;rakan urusan-uruzan rumah  tangganya
gendiry seauai dengan kebijalisanaan &tau iniziatif
sendirl, maka kepada pemerintah deerah yang mengurus rumah
tangga. smendirl dibari pula sunmber keuvangan egendlirl.
Sebapgian aumber keuangan negorsa diberikan kepadn
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pemerintah deaearah. Dengan adanya sumber keuangan sendiril
maka pemerintab daersh yang mengurus rumah tangganya
sendiri mempunvai pendapatsn-pendapatan keuangan sendiprl,
Terhadap pandapatan-pendapatan keuangan sendiri
pemerintakh ini diberikan wewenang untuk mengadakan
pengelolaan sendirl aesuail dengan lebijalksanaan sgendiri
didalam penvelenggaraan urusannya.

Azmas yang membesrilksan wewenang darl pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untulr mengatur dan nengurus
ruamah tangganya gendiri disebut asas. “"Desentralisasl™.
Jadl dasar Pemerintahan Lokal yang berhak mengatur dan
mengurus  rumah  tangga  sendiri ini eadalah asas
Deseﬁtralisaai, yang berarti :

a- Ditinjau dari segi pembagian wilayvah negara, - #3548
desentralisasi berarti asas yang akan membagi wilavah
nagar  senjadi .daeral besar dan dseralr Aecil vang

mengurus rumah tangganya sendiri.

‘B. Dari segi pembentukannya pemerintabh  dasirah vang
barhat  mangatur rumal tangganya sendiri, maka asas
vesantralisasy atltalaf asas yang akan memiien tuk
pemerintafan pemarintahan di dasrah yvang akan digerd

wewenarng  un tuk menguras rumah tangganya sendicsd.

c. Ditinfau dari ssgi pemberisn wewenang, maka ASAag
desentralisasi falah asas yang akan Arept e e 1 ko an
wewanarg  kepada  pegmerintabe-pesarintan an didaerah

vtk terhadap rtsan-urusan tertentu diurns sebagad

wrisan runafll tangganya sendic.
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— e —————

Sedangkan Pengertian Desentralisagi menurut Undang-
undang No.5h Tahun 1874 .pa2al i1 huruf b eadalah 3
Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintall atau dasrvah
Lingkat ataszannya kepada daerah mendadl uruasan ruamah

tangganys gendiri .

Adapun sabagai' dasar pembaglan daersh dil Indenesla

adaalah Undang Undang Dasar 1945 Bab 1V pasal 18, vyang
berbunyi

Fambagian daerah Indonesia atas. dasar hesar dan
baecil, changan bentuk S SLTAR pemgrin tafannya
ditetaphan dengan undang—undang,. dengan memandang dan
mengiogats damse permusyaivaratan calam slstim

pemzrintahan hegara vang bergsifat istimewa.

.
-

Sestal dengan pembagian daerah menjadi daerzh beaar
dan kecll disatu pihak dan dserah istimewa dilain . pihak,
maka dalam penjelasan Undang Undang Daszar 1945 disebuthan :

. ek Farena Indonesia itu sustu gechoelidsstast maka
Indonesias tak &k & mMEMPLUA VAL dasrah ditfalam
lHinghungannya yang bersifat staat Fuga.

Daerah  Indonesia akan dibagi dalam daevrahr proginsi
dan  daerah prapingi akan dibagi puls dalam dagran
vang lebifi kecil.

i  dagrah~daesraf vang beysifat otonom (streck  dan
locale rechisgemesnschappen) atau  bersifat dasrah
afminigtratit belaka, semuanyad meourut  aturan  yang
akanvﬁifetapkan dengean Undang—-undang.

01 daerah dasrah yang bsrsifa% atonam akan diadakan
Hardan FPerwakilan Dasrat,plwh farena Itu &1 daerabh pun

pramarintaban akan bhersendi atas dasar perdagyssarsratan.
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7. Dalam' Territoir negara Indonesia terdapat lebih
kutlang 280 Zelbesturends Landachappen darn
Veligemesnschappen, sepertd desa—di fawa dan oegeri
di  Minanghkabau, dusun dan marga of Falembang dan
gebagainya. Daerab—dasran Jtu mempunyal sysunan asii
dan aleh karenanyva dapat &ianggap sebagal daerah
yang bersifat istimsva.

MNegara Republik Indonesia menghormati keduduk an
daerahi~daeralh istimewa tersebut dan segala  persiuran
aegara  aengensad deerab-daerah 1tu akan meagingatd

hat—hal, agal usul dasrah tersebul.:

Dari keterangan seperti tersebut diatas make Pemerintah
Dasrah adalah merupaksn bagian dari kesatusa Hegara
indonesia vang -’ fujuannya adalali untuk menjamnin
terselenggaranya tertih pemerintahan.

Jadi Femerintah Daersh - bultan merupakan pemerintahan
tersendiri dari Negara Indonezia. (Qleh karena Indonesia
svatu Eenheidstaat, maka Indonesia tidak aken mempunyal
daerah didalam lingkungannya yang bersifat staat Juga.

Dari Pamal 18 Tbeserta penjelasannya dapat

diketahui bahwa, pemerinteh diwadibkan untulk melaksanakan

politik desentrallizasi dan dekonsentrasi di bldang
ketatanegaraan.

Menurut  Ateng Syafrudin dalam bukunya Pengaturan
koordinael FPemerintahan 41 deerah , dikatakan bahwa:

Dasar —Pembﬂgian- Daerah - yang terdiri dari Daerah
otonom sebagai konsekwensi dari -asas desentrallsasi,
dan wllayah administratif dealam rangka pelaksanaan
asas déﬂunaentrasi untuk menyelengrarakan urusan
pemerintahan di daexrah. Sistim Pemerintahan yang
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berdasarken kedua a=sas tersebut mempunyal tulunan
untulk malindungi segenap bangaa indonesia dan seluruh
tumpah darah indonesia, untuk memajukan kesejahteraan
umtin, untuk mencerdaskan kehldupan bangsa.

Sfejak Indoneais Herdeka sampai sekarang Peraturan
rerundang-undangan  yang mengatur Pemerintahan d4di  daerah
adalah sebagal berikut :

. Undang-undang No. 1 Tahun 1945
Undang-undang No. 42 Tahun 1948
Undang-undang Ho. 1 Tahun 1857

. Penetapan Presiden RI No. 6 Tahun 1859
. Undang-undang Fo.18 Tahun 1965

. Undang-undang Fo.8 Tahun 1874

[ T & BT N o T B

Dalam peneliatlan in{ pembahasan dititik beratkan pada
Undang-undang No 5 Tahun - 19874.

Dalam Undang-undang Noe § Tahunl874 ,tentang pokok-
pokok Pemerintahn &4 Daersh dikenal. adanva wilaysh
adminigtratif yaitun liﬁgkungan kerja peranglkat pemerintah
Vang inenvelenggarakan pelaksanaan bHugas pemerintahan
umuindl  dasrah . Hal ini sebagai realisasl ketentuan dari
renjelaszn pasal 18 Undeang Undang Dasar 1945 tentang
"Dasrah belaka™ yang mabupakan perwujudean  dari a&an
dekongentraai.

Sehubungan dengan Pemerintahan Lokal Administratif
tergebut., Undang-undang No & Tahun 1974 mengatur tentang
pembentulkan dan pembaglan , eebagalmada disebutkan dalam
pasal 72 :

{1}, Dalam ranghka pelaksanaan asas gekonsentrasi, wilavah

Negara ~Kegatuan Republii Indonesia  dibagd oA lam
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wilavah - wilayah Prapinsi dan Ibukota Negara.

(2). Wilayah Fropinsd dibagi datam wilavah—-wilavah
Kabupaten dan Kotamadia.

{F). Wilayah Kabupaten dan Kkotamadia dibagi dalam Wilavah-
wilayah Kecamatan.

{4). Apabila dipandang periu Seesuai dengan kebutufan dan
perkembangannya,dalam wIlayah Kabupaten dapat
dLbentul Kota Administratif yang peangaturannysd

ditetapkan dengan Peraturan Femeriatah.

Kemudian didalesm pasal T3 distur mengenal Pembantu
Gubernur dan Pembantu Bupatl atau Pembantu Walikota madia,

Apabila dipandang perlu,Menteri Dalam Negeri dapat
manuaiuk Pemban tis Guberﬁur, Pembantu Bupati atau
Fambanty walikota Madia yang mempunyal wilzsyah bLetria
tertentu &alam rangka delonsentrasi.

Pazal 8C Undang-undang Ho.5 Tahun 1974, mengatalkan :

Kepala wilaveh sebggat wakil pemerintah adaxiah
penguasa tunggal of bideang pemerintahan Fxiam
wilavabnyas dalam arti memimpin pemerintahan,

mengkoordinssikan pambangunan memLIna kafhidupan

masyarakat &l segala bidang. .

Sedangkan rasal - 81 dari Undang-undang tersebut
mengstakan :

Tugas dan Kewajiban Kepala Wilayah adals :
8. Membina hetentraman dan ketertiban oiwilayafinys

sesual gdengan kebiijakganaan ketenéraman dan

bmtertiban yvang ditetapkan pemerinlah.
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. Melaksanakan segala usaha dam tkegistan dibsidang
pemiiinaan idealogi negara dan politik dalam negers
serta pembinaan kesatusn bangsa  sesual  dengan

frebijakeanaan yang ditetapkan oleh pomerintah.

o Menyelenggarakan koordinasi stas kegiatan—Legliatan
irntstangs  werilkal dan antara instansi—insfansg
vaertikal dengan dinas—dinas dasrab, balrk  dalam
D B CRT A AT LS LN dalam pelaksanaan Lan Lk
mencapdy  dayva guna dan hasili guna  yang  Sebesar-

bEsarnyd. . ;

eh o DL andr £ o1y JFan mMEgRVI G S Fenye langg Araan

pemsrIntatan dasrah.

e. Mesngusashakan sscara _terus mengruas  agar  sagala
paraturan perundangundangan dan perafuran  caerah

diyalankan pleh instansfi-instansi pemerintah dan,

pemarintah daerall serta pejabat-psiabat VA
ditugaskan untuk serta mengambil tindakan yang
dianggap marlu wun bk meniamin kelancaran

penyelenggaraan pemarintaban.

f. Melatsanakan segala tuges pemerintahan yang tidak

termasuk dsalam tugas sesuatu instansi lainhya.

Dengan dihﬂp_'llskﬂnn?& Karesidenan dan para bekas
residen dljadiksn Pembantus/Fenghubung Gubernur Kepala
Daerah ,serta dihapuskannya Kawedanan -dan para bekas
wedana dijadiksn pe;bﬂntuXFenghubung Bupati /Walikota madla
Kepala Deerah,timbullah jureng pemisah yang menvulitkan
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hubungan sertsa garls komando antara Pemerintah Daerah
Tingkat 1 dengan Pemerintsh Dasrah Tingkat II dan antars
Pemerintah daerah Tingakt iI dengan Pemerintah Kecoamatan
dan Juga dengan Pemerintah Deaa. Oleh karena para bekas
Residen dan para bekas wedana tidak berfungsi legi sebagad
Repala Femerintahan, sehingga mereka tidak dapat dan tldak
berwenang mengambll) keputuaan- keputusman dan kebidaksanaan
gecperti =emula,

Sehubungan dengan hal tereebut diataz maka di Jawa
Tengab kemudian dikeluvarksn Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah® No. Hukum.G.23/1/4
Tanggal lﬂ_Februari 1971, yvang menstapkan merubah sebutan-
sebutan =ebagaimana ditentuksn dalam Instruksi Gubernu
Kep&la Daerah Propinsi Jawa Tangah No 4 Tahun 18685 Junto
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah FPropinai Jawa
Tengah BRo.Hukum. G.23/3/15 Tanggal 31 Agustus 1967,
sebagai berikut :

1. Pembantu/sPenghubung Gubernur Kepala Daerah menjadi
Reslden

2. Fembentu/Prnghubung Bupati /Walilkota madia Kepala Daerah
Hgnjadi Wedana

3. Ex Karealdenan menjadi Raresidanan

4. Ex Kawedanan mentadl EKawedanan.

Adapun rertimbangan atau alasan dlkeluarkannya Surat
Keputuzsan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jdawa Tengah

No. Hukum. €8.23/1/4 tersebut adalah :
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1. Bahwa sebutan-sabutan "Reaiden”, "Wedana",
"Karesidenan, “Kawedanan™ ternyata labih midah
diucaplkan, lebih dapat diterima dan lebih hidup dari
rada sebuban~asabutan “"Pembantu/Penghubung Gubernur
Kepala Daerah", "Pembantu/Penghubung Bupati Walikota

madia Repala Dserah,  "Ex Karesidenan', dan "Ex
KEawedanan™, baik bagi para pejabat maupun rakyat
hanyalk. '

B

Bahwa dimahkan merta digunakannva  sebutan-gzebutan
"Residen” , "Wedana"”, "Karesidenan”; dan “Kewedanan'
akan lebih memantapkan kedudulan para pelabat  yang
bersangkuhan, hal mana akan meningkatkan efektifitas
serta efisiensi kerda mereka dalam rangka mensuksgeskan
tugas pokok pemerintah:
. i .
Damilkian kemudiani_dalam pfakﬁék diJawa tangah
dipergunakan kemball sebutan-sebutan : Residen , Wedana ,
Karesidenan , dan Kawedanan.

Secara yuridis Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinel Jawa Tengah+ No. hukum. G.23/1/4 tersebut hanva
merubah sebutan-sebutannya’ maja, sehingga tidak dapat
diartikan wmenghidupkan kemball pemerintah pamong prada

tingkat HKaresidenan dan tingkn£ Kawedanan esepertl .pada
‘ tahun-tahun eebelun tshun 1963.

Jedl yang terjadi ~ atau dilakeanakan . barulah
dipergunakan kemball' smsebutan-gebutan Reaiden, - Wedana,
Karesidenan dan Kawedanan. Dengan demlklan =mesungguhnys
status Karesidenan <dan Kawedanan masih acperti sebelum
dikeluarkannya Surat EKeputusan gubernur Kepala Daerah
Propin=si Jawa Tengah HRo. Hukum, G.23/1/4, yaitu Dbukan
suatn tingkat pemerintahan pamong praja ,tetapl hanva
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sebagal wilayah pemarintahan administrasl dari Propinsi
atay Kabupaten/Kotamadia yang bersangkutan. Sedangkan
Reaiden dan Wedena bukan berstatus sebagal Kepala
Pemerintahsn Adminiatratif melainkan sebagal
Pembantu/Fenghubung Gubarnur Kepala Dagrah dan
Bupati/REotamadia Eepala Daersh. '

Eemudian pada tanggal 23 Juli 1974 berlakulah Undang-
undang No.5 Tahun 1874 Tentang Pokok-Fokok Pemerintaban di
Daerah, dimana pasal 73 nya menetapkan bahwa : Apabila
dipandang perlu, Henteri‘ Dalam MNegeri dapat menunjuk
Pembantu Gubernur , Pembantu Bupatl atau Pembantu Waliketa
Hadiﬁ yang mempun#ai wilayah kérja tertentu dalam rangka
-deknnsehtrasi.

Pengaturan mengenal Pembantu Gubernur dan  Eembantu
Bupatis/Walikota madia menurut Undang-undang Ne. 5 Tahun
1974 maslh perlu Jdiatur lebih Jandut dalam peraturan
pelakganaan., Hal lni sasual dengan apa vang diketakan oleh
M.Solly Lubisz,S5H dalam bukunya™ Pergeseran Garis Politik
“dan Perundang-undangan Mengennal Pemerintah Daerah” hellau
mengataskan btentang perlu Juga diketahui tentang Jabatan
Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati dan Pembantu Walikota
madia.

Prof.Amrah Muzlimin,.5H dalam bukunya Aspek-nspeak
Hukun Otonomi Daerash mengatakan bahwa : Undang-undang No.5
Tahun 1974 dengan tegsa menyebut hanya ada dua tingkst
Daeralh otonom faitu Daerah Tingkat IfPropinsi dan Daerah
Tingkat IIXKabupgtenXKd%amadia.
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BAR I1I
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tuluan Pegelitian., |

Tuduan vang ingin dicapai dapri Penelitien ini adalah

untul mengetahui adalh :

1. Untuk mengetahul bagalmana pengaturan tentang Pembantu
Walikotamadia Semarang sehingga memberilan informesi
yang luas tentang Lembaga tersehbut

2. Untuk mengatahul  bagaimana REadudukan Panbantu
Walikotamadlia Semarang dalam sistim pemerintahan negara
kesatuan Republik Indonesia. -

2. Untuk mengetahui zampal selauvh manakah tanggung Jawab
serta wewenang Pembantu Wallikota Madia Semarang.

4. Untuk mengetahul bagaimana pelaksanaan Tugas dan fungsi
dari Fembantu Walikota madla Semarang.

B. Manfaat Penelitian

Hanfaat yang penulis harspkan dalam penelitian ini
adalah :

1. Bersifat akademis.

Diharapkan dengan haell penellitian _ini dapat mambantu”

mempberikan bhaban dan gambaran dalam kenyvataan mengenal
hagaimana Kedudukan dan Tanggung Jdawal Pambantuy



Wallkota Madia Semarang, vang dapat memberikan manfaat
dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum
Tata Negara pade khususnva.

Haraifat Praktia

Diharaplkan dengan penulisan hasil penelitian ini dapat
diperoleh data dan informasli yang terbaru vang dapat
dipakai scbeagali masukan bagl Pemerintah  Pusat,

- Pemerintah Daerah Tingkat I khususnva Pemerintah Dserah

Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Tingkat II
khususnya  Pemerintah ZKotamadya Daerah Tingkat II
Semarang. Data ini dapsat dipakal sebagal dasar untuk
pertimbangan dalam pengambllan keputusan mengensai
masalah yang berhubungan dengan Kedudukan dan Tanggung
Jawab Pembantu Wallkota Madia Semarang.

Bergifat Pribadl .

Diharapkan dengan haall penelitian ini eenulis akan
bertambah pengetahunnya mengenal mesalah mazalah yang
ada di desas, terutama maasalah-maszalah yvang menyanghkut
mengenal Kedudukan dan Tanggung Jawab Pembantu Waliketa
Madia Semarang.

23



PAR IV
METODE PENELITIAN

A._ Metode Pendekatan .

Adapun penallitian 4inl termasuk jenis penelitian
Hukum, yang obyek penyelidikannya adalah Dbidang ilmu
hukum yang meliputi : Hukumpositif, yaitu hukum yang
] berlakn dan hukum yang pernah berlake , atan hukum vang
akan bherlaltu, Atas dasar ltulah make .metode pendekatan
yang digunalan dalam penslitian ini adalah -

1, Metode Penelitian Normatif, yalitu suatu metode yang
mengkaji norma-norma hukum mengenal Kedudukan dan
Tanggung Jawabh Pembanty Walikota Madia Semarans.

2. Matode Penelitian Historis , yaltu metode vang
dipergunakan dalam rangka :

a. HMengkadi Norma-norma hukum tang pernah beplaku yang
mengatur Pembantu Walikota atau wyang berkaitan
dengan itu.

b. Mengkadi sejarabh pembentukan norma-porma hukum vang
mengatur Pembantu Walikaota Madia Semarang.

Mengingat bidang kajian dalam penelitian ini lebih
dititik beratkan pada Ilmu Hukum dan Metode Pendekatan
yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan
Higtoris , maka enalis=a yang digunakan adalah analisa
Kwalitatif, Daaar partimbangan vang dipergunakan adalah
karena keberadaan norma hukum dan berlakunya kaidsh hukum
tldak didasarkan atss banyaknya aburan atau banyaknava
orang vang mei;nggar kaldah hukum ftersebut, melainkan
ditentukan clah kaidah hukum itu sendiri yang secars nyata
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ditaati oleh warga masyarakat karena bersumber pada kaldah
hukum sebelumnya atau kaidah hukum yang lebith tinggl
tingkatannya.

Begitu pula jika dilihat dari prosedur pembentukan
hulium terssbut  telah mémenuhi rerasyaratan bailk formal
maupun material. Formal dalam arti kaidah hulum tersebut
dibuat melalul prosedur yang ditetaplkan dalam suatuy
reraturan perundangan,.dan dibuat coleh orang atau  lembaga
yang berwenang untuk 1tu. Sedangken Persyaratan Material
dalam arti isi norma hukum tersebut tidak bertentarigan
dengan lkepentingan umum maupun peraturan perundangan yang
lebih tinggi tingkatannya. |

B. Mebtode Pengumpulan Daka

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara

1. Data primer diperoleh melalul :
Wawancara , yaltu mengadakan wawancara dengan pajabat
yvang ada kaitannya dengan permagsalahan vang sedang
diteliti,

2. Data Selkunder diperoleh melalui -
Studi Kepustakasn, yang berupsa : Buku-buku, makalsh,
Laporan hasil penelitian, Paraturan perundangsn dan
sebagainyva. L

3, Alat Pepngumpul data :
" Dalam penelitisn inl menggunakan alat pengumpula data
vang barupa daftar pertanyasn.
4. Populasi Penelitian :
Fenaelitian ini dilakukan pa@a Kantor Fembantu



Walikota Mdia yang ada di Kota madia Semarang,
Sekretariat Wilayvah Daersh Rotamadva Semarang ( Bagian
hukum dan bagian pemerintahan ).

. Penyusunan data :

Data primer maupun data sekunder esetelah terkumpul
kemudian disusun kembali secara urut dan teratur

. Penvaldian data

Baik data primer msupun data sekunder setelah dissusun
ageara urut. dan  teratur, kemudia . disnallan secars
diskriptif Euallitatif dengsn menggunakan pendeltatan
deduktlf dan induktif dalam menerik suwatu kesimpulan,
kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitlan.

C. Jadwal wpktu Penelitian.

n i A N =

Persiapan dan pengurusan ijin penelitian 30 hari

Penyusunen rencana penelitian 30 hari

. Pengambilan data di lapangan 45 hari
. Editing, tebulasi dan analiga 30 hari
Penyusunan laporan penelitian 45 hari
Jumlal 180 hari

s



BAR V

HASIL PENELITIAH DAN PEMBAHASAN

1. letak Geografis

Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang terletak pada
109° 50" ~ 110° 35 garis bujur timur dan
06° 50 - 07° 10 -gariﬂ ilintang selatan,

_ merupakan salsh satu Daersh Tingkat II dari 35 Daerah
Tingkat II yang berada di wilayah Propinsi Daersh - Tingkat
I Jawa Tengah . Adapun batas—batdsnya adalah : aebelah
Utara Laut jawa, eebelah timur Kabupaten Demak, Sebelah
selatan Kabupaten Semarang , Sebelah barat Kabupaten
Kendal.

Secara administratif pemerintahan Kotamadia Semarang
terdirli darl 16 HKecamatan. sedangiran ivas wilayah
Kotamadia Daarsh Tingkat Il Semarang tersebut adalah
37.3686,838 Ha. yahg _pe?diri dari Tanah sawah seluas
4.658,586 Ha (12,47X),.dan sisanya seluas 32.708,253 Ha
{87,53%) merupakan tanah kearing yang dipergunaken untuk
Pemukiman penduduk, -Jalan, tegalan, Kolam dan sebagainya.

Penduduk- Kotamadia Daerah Tingkat 1I  Semarang
berdasarkan haall -regimtraai penduduk pada akhir tahun
1291 barjumleh 1.1i51.538 Jjiwa, dengan tingkat kepadatan

“per Kilometer persegi 3.090 Jiwa, asedangkan banyaknya

rumah  tangga adalah 284.089, sehinggs rata-rate tiap
ruanah tangga dihunioleh 4,54 orang.
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B. Pengatyran Fedudukan dan Tangsung. jawab . Pembanty
Bupatl/Walikota madia d3 Jawa Ten

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 5 Tahun 1274
rada tanggal 23 jull 1874 , untuk seluruh wilayah Republik
Indoneais , kemudian berdasar pada pasal 73 Undang-undang
tersebut maka pada tanggal 14 Aguetua 1975 dikeluarkan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa Tengah NGO
Pem. 81575, tentanﬁ: " Redudukan, Tumgas Pokok, Fungsi

283/15
dan Tangging Jawab Pembantu Gubernur Kepala Daerah dan
Pembantu Bupati Repala Daeah di Propinsi Daerah Tingkat
Jawa Tengah". '

Dalam pasal 7 Surat. Keputusan Gubernur tersabut
ditetapkan bahwa :

1. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur ini,
maka:

a. Surat Xeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Tengah Tanggal 3 Aguatua 1987
No.Hukuk.G.23/3/15 Jo. tanggal 18 Februari 1971
Ho.Hukuﬁ.G.23f1f4 dan semua peraturan terdahulu yang
bertentangan dengan surat keputuman ini dinyvatakan
tidak berlaku lagi. '

b. Sebutan HRezidan dan Wedane tidak dipergunakan lagi

dan digantl menjadi Pembantu Gubernur dan Pembantu
Bupati/ Walikota Madia. i

c. Sebutan Wilayah Raremidenan dan Wilayah Kawedanen
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2.

tidak dipergunakan legi dan diganti menladi Wilavah
Kerja Pembantu Gubernur den Wilayeh Kerja Pembantu
Bupat! /Walikota Madia

Surat Keputqsnn Gubernur Kepale Daerah Tingkat I Jawa
Tengah inl berlaku =ejak ditetapltan ymitu tanggal 14

Agustuz 1875.

Sedangkan Kedudukan. —Tugas rPakok, Fungsi dan

Tanggung Jawab Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupatli /

Walilkota Madia di Jawa Tengah, menurut ‘Surat Keputusan ini
adalah : - '

Kedudukan

. Pembantu BPupatl/Walikota madiz adalah pedabat dibildang

Femerintahaen umnum dalam rengka dekonsentrasi vang

 mempunyal wilayah kerja yang meliputl beberapa wilayah

kecamatan,

Wilayah Kerja para  Pembantu Bupatli/Malikotamadia
ditetapkan sama gepertl wilayah kerda Wedana
sebagaimana dimaksud Surat Reputupan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jaws Tengah tangmal 18 Pebruarl 1971
No. Hukum.G.28/1/4.

Tugas Pokok

Tugas Pokek Pembantu Bupati/Wallkotamadias adalah ;

1.

Membantu Bupati/Walikotamadia dalam kedudukannys
sebagai Kapala wilayah mendtalankan tugas-tugas

dekonsentrasi.

by
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2. Menjalankan Tugas vang secara khusus dan sewaktu-waktu
diberikan oleh Bupati/Walikotamadia kepadanya.

Fungei

Fungai Pembantu Bupati/Walikotamadia mepurut Suprat
Kerutu=an ini adalsh :

1. Xoordinasi Pemerintahan terhadap wilayah Kecamatan dan
Intansi Vertika; yang mempunyal wildwah kerja yang esama
atau yang menpunyai wiiayah kerda wyang meliputl
baberapa wilayah,Kecamétan ;

2. Pengawasan terhadap jalannya tugas-tugas dekonsentrasi
oleh kepala-kepala wilayah —dalam wilayah kejanya.

3. HMemberilan Pandapat dan pertimbangan kepada - -
Bupati/Wallkotamedla mengenal hal-hal wvang berhubungan
dengan pelsksanaan tugas-tugasz delonsentrasi.

Urusan—urugan

Dalam batae -tugas pokok dan fungsl tersebut diatas
Pembantu Bupati/Walikotamadia mempunyal urusan-urusan
"dibidang : | '

1. Katentraman dan Ketertiban umum
2. Ketataprajaan khususnya soal khususnya scel penempatan
_Kepala Wilavah Kecaemetan, Mantrl poliei Pamong Pralda,

Kepald Kantor Kecamatan.

3. Kedesaan -

4. Pertanshan. termasuk moal-soal rebolisazi/penghlijauvan.

5. Panangeulangan bencana alam
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6. Kelancaran Pelaksansan bimas

7. Kelancaran pelakasnasan proyek-proyek inpres

8. Kepsndudukan

8. Urusan-urusan lain yﬁng secara khusus ditugaskan oleh
Bupati/Walikotamadia kepadanya.

Tanggung Jewab dan Wewenang

1, Dalam menjalankan -tugasnya, Pembantu Bupatl/
Walikotamadia bertanggung Jewab . langsung kepada
Bupati/Wallkotamadie vang bersanglkutan.

2. Pembantu Bupati/Walikotamadia berwenang :

a. Hemanggll para Kepala Wilayah Kecamatan dan Kepala
Instanal Vertikal dalam wilayah kerjanya untuk
mengadakan rapat-rapat koordina=i.

b. Meminta Laporan-laporan dari para Kepala Wilayah
Kacamatan dan Kepala Instansi Vertikal '~ dalam
wilayesh kerjanys, manganalisa laporan-laporan dan
meheruskan dan meneruskannya dalam bentuk saran-
saran kepada Bupati/Walikotamadla.

Sebagal pelaksanasan Surat Kepubtuzan Gubernur tersebut
diatas meka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala
daerah Tingkat 1 Jawa Tengsh No Peni.275/17 tertangeal 27
Agustua. 1975 , perlihal Jabatan Pembantu Gubernur,dan
Jabatan Pembantu Pupati/Walikotamadia .

Dalam Surat Keputusan terzebut antara 1ain disebutkan
tentang penyebutan Jjabatan dan penyehutan wilayeh keria.
Untuk itu karena pada waktu dikelmarkannys Surat Keputusan
ini Kotamadla Daersah Tingkat Il Semarang hanya menpunvai
satu Pembantu bupati meska ssbutannya adalah
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Sebutan Jabatan [ Pembantu Walikotamadia EKepalas Daerah
Tingkat 11 Semarang.

Sebutan wilaysh kerda :
Hilayah Kerda Pembantu Walillotamadia
Eepala Deerah Tungkat II Semarang untuk

Semarang.

B. Pengaturan Pembantu Walikotamadia Daerah Tingkat 11
Semarang. :

Dengan Peraturan Pemerintah Ho 5O Tahun 1292
Rotamadya Semarang melakukan Penataan Xecamatan, valiltu yang
semula terdiri dari 9 {semblilan) Kecamatan

1. Recamatan Semarang Utara
Z. Kecamatan Semarang Selatan
3. Kecamatan Semarang Tengah
4. Kecamatan Semarang Barat
5. Kecamatan Semarang Timur
6. Kecamatan Genuk

7. Kecamatan Tugu

8. Kecamatan Mijen .

9., Xecamatan Gunung Pati

menjadi 16 (enam belas )} Kecamatan , Yaltu ditambah dengan:

10.Kecamatan Gayamaars
11.Kecamatan Pedurungan
— -12.Kecamatan Candisari
13.Xecamatan GaJahmungkur
14.Kecanatan Tembalang

32



15. Kecamaten Banyumanik
18.Kecamatan Hgaliyan

sedangkan didalam Wilaysh Kotamadya Semarang hanva ada
1 (m2atu} Pembantu Wallkotamadya Semerang wvaitu Pembantu
Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang untuk
Semarang.

Mengingat  semakin meningkatnya Volume kegiatan
remerintahan dan pembangunan yang ada dewasa inil diwilayah
Kotamadia Daerah Tingkat 1I Semarang menyebabkan timbulnya
hambatandan  kesulltan dalam melakukan pembinaan dan
ﬁengawasan langaung terhadap wllayah bawshan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka
meningkatkan hasil guna dan dava guna  dibidang
pemerintahan dan Qemhanﬁunan kiranya perlu ditata kembali
wilayah kerdq__Pemﬁaqtu Walikotamadia Wilaysh Kotamadia
Daerah Tingkat I] semarang dalam wilavah Propinsi daerah
tingkat 1 Jawa Tengah, maka dikeluarksan Eeputugan Menterd
Dalam Negerl Nomor 22 Tahun 1993, tentang "Penataan dan
Penbentukan willayeh Eerja Pembantu Wallkotamadia Semarang
dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah' .
dengan memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Tanggal 28 Oktober 1992, Nomor 146,/032723
tenbtang ugul pesbentukan wilayah kerda Pembantu
Walikotamadia aemarang;

Penataan dan Pembentuakan Wllayah Kerda Pembantu
Walikotamadia Semarang tergebut adalah sebagai berikut :

{(1}. Pembantu Walikotamadin Semarang Wilayah T Genuk,
yang maliputi:
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(2}.

(3).

Kecamatan Semarang Tengah
Kecamatan semarang Htara
Kecamatan Semarang Timur
Kacamatan Gayamsari
Kecamatan Genuk

*

Mo &= Oy bl -

Kecamatan Pedurungan

FPusat Kedudukan Pembantu Walikotamnmadva Semarang
Wilayah I Genuk , berada di Eecamatan Pedurungan.

Pambantu Walikota madia Semarang Wilavah ir
Banyumanik, yang meliputi

. Kecamatan Semarang Selatan
. Recamatan Candisarl
Eecamatan Gajahmingkur

*

Kacanmatan Tembalang
Kecamatan Banyumanik

¥

Godn s o R e

-

Kecamatan GQunungpati
Pusat Kedudukaen Pembantu Walikotamadia Semarang
Wilayah II Banyumanik , berads di Kecamatan

Banvumanilk.

Pembantu Wallkotamadia Wilayah III Ngaliyen, yang
meliputi :

1. Kecamatan Semarang Baratb

. 2. Kecamatan Hilen

f

3. Kecamatan Ngaliyan

4. Kecamatan Tugu

Fusat kedudukan Pembentu Walikotamadia semarang
Wilayah 111 Rgaliyan, bhearada dl Kecamatan
WNgalliyan.



Untulk melakesanakan Keputusan Mendsgri No.,22 Taohun
1893, dikeluarkan Surat Dirden PUOD. 135/1334/PUCD, antara
lain menyebutkan bahwa calon-calon Pembantu Walikotamadia

harus memenuhl persyaratan dengan memeperhatiltan hal-hal
sebegal berikut :

a. Fegawail Negeri Sipll dalam lingkungan departemen Dalam
MNegeri

b. Pangkat sekurang-kurangnva I1Il/d dan diprioritaskan
yang berpendidiken APDN '

c. Derpengalaman dibidang pemerintahan, terutama vang
pernah menduduku Jabatan vemarintahan lainnya
~dilingkungan Departemen Palam Negeri . Diprioriltaskan

bagi pengembangan karier untull menduduki jenjang vang
lebih tinggi.

C. Tuges dan Wewenan Pembantu Walikotamadya Semarang

Intuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan,
Fembangunan dan Kemaayarakatan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Semarang gerta menlngkatkan fungsi dan pepranan
Pambantu Walikotamadia dengan berpedoman pada Instruksi
Menteri Dalam Hegerl Ne 32 Tahun 1980 tentang Pedoman
relak=anaan Pandelagasaian WeWEeNANZ kepada Fembantuy
Walikotamadia ,-maka dikeluarkan" Keputusan Walikotamadia
Kepala Daernh Tingkat I1 Semarang Nomor 1377437 Tahun 1953,
tentang Pendelaegasian Sebagian Tupgan dan Wewenang
Wallkotamadia Xepala Dasrah Tingkat 11 Semacrang Kepada
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Pembanbu  Walikotamadia Semarang di  Kotamadia  Daerah
Tingkat I Semarang” ,sebagal penyempurnasn Keputusan
Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat II Semarang Mo
137/288/cahun 1892,

Keputusan Wallkotamadia Kepala Daerah Tingkat 11

Semarang tersebut mengatur tentang
1. Kedudukan , Tugas dan Fungsi

- Pembentu walikotamadia adaalah pedabat pusat yang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Waliketamadia Kepala Daerah. ’

=~ Pembantu Walikotamadia mempunyai tugas membarnty
walikotamadia dalam mengkoordinasikan, mengawani dan
membina penyelenggaraan pemerintahan umum,
pembangunan dan kemasysrakatan dalam lingktungan
wil§yah kerjJanya dan urusan pemerintah lainnya dalam

rangka penyelenggaraan agas dekonsentrasi.

~ Pembantu Walikotamadia semarang mempunyai fungsi
a, Melalsanskan kooprdinasi |, Pengawasan dan
pembinaan atas Jalannva pemerintahan umum s
pembangunan dan kemayaralkatan.

b. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka perumusan
kebijakeanaan pelaksanazan.

¢. Melakesnakan tugas lain yang diberikan aleh
Wallkotamadia.
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2. Kewsajiban Wewenang dan Tannggung Jawab |

-~ Pembantuy Walikotamadia Semarsang mempunvai kewadibean:

a.

Hengetahui Eegrla permasalahan dibidang
pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarskatan
diwllayah kerjsnys dan berusaha untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan tersebut agar tidak
berkembang; '

fHelapnrkan Kepada Walikotamadia Xepala Daerah

Tingkat II Bemarang mengenal segala keglatan yang
teiah_ dilakesanaltan dibidang pemerintahan,
pambangunan dan kemaayarakatan, termasuk
penggunaan dana gandaran pembiayean dari APBD
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Fembiayaan
darl APBED Kotemadia Daersh Tingkat I1 Semarang,
Kepegawaizan dan sebagainfa;

. Memberilkan informasi, penjelasan, keterangan

kepada aparat pemerintali Kotemadia Daerah Tingkat
IT Gemaraeng yang ditugasi ola Walikotamadia
Kepala Daerah Tingkat I1 Semarang dl dalam
melakukan pesbinaan terhadap lembaga dan  aparat
rpemerintah wilaysh .

Memberikan Saran dan pertimbangan kepada
Walikﬁt&madla Kepala daarah Tinglkat I1 Semarang
mengenal hal-hai— vang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas dibidang dekonsentrasi,
desentraliaaai dan tugag pambantuan,



-  Pembantu Walikotamadia beprwenang untuk

.

Mengadakan Koordinasi secara ratin 4
berkesinambungan dengen Ppara camat dan petugas

ingtansi-instansi yang mempunysai wilavah kerda
beberapa kecamatan '

Malakulan pengawasan malekat stas penyelenggaraan
pemnerintahan dan pembangunan

. Melakukan pembinaan dalam rangka terciptanya

tertib adminiatrasi pemarintahan dan pembangunan.

HMenetapksn dan memutuskar kebijaltsanaan vang
sifatnya relaksanaan terhadap haj-hal yang
barkaitan dengan koordinasi, pengawasan dan
‘pembinaan dibidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan arpedoman | . kepada
ketentuan-ketentuan vang &ada dalam  atrategl
kebijaksanaan yang telah digariskan

HMeminta Laporan darl para camat atas pelaksanaan
penyvelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

. Meminta lappraﬁ dari petugaz instanel yang

mempunyal wilavah kerde d1 beberapa kecamatan di
bidang tugasnya, dalam rangksa koordinasi.

Memberiken Rekomendasi kepada instanz=l, Lembags

dan perorangan vang akan menyelenggarakan
kegiatan diwilaysh kerdanva.
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Dalam melaksanakan tugas wewenang dan Kewajiban
Pembantu Walikotamadia Semarang bertanggung Jawab
langsung kepada Walilkotamadlia Kepala Daerah Tinghkat
i1 Semarang.

3. Ruang lingkup Tuga=s yang didelegasialtan

1.

Bidang Pemerintshen :

al'

d.

2.

I,

Ketatapradaan khususnya masalaﬁ penempatan
perangkat willaysh antara lain meliputi :
memberikan  sarsn, pendapat dan pertimbangan
Kepada Walikotamadia EKapala Daesrah Tingkat II
Semarang Dalam hal Peng&ngkatan, Pemberhentian
dan alih Tugas ~ Cmat, Sekretaris Wilayah
Kecamatan; Mantri Pelial Pamong prada, Perangkat

_Pemerintahan Wilayah Recamatan, Kepal Kelurshan

dan Perangkat Kelurahan:

Penvelegalan permasalahan tanah untuk kepentingan
pemerintah

. Pambinsan satuan polisi pamong praja

Pembinaan pertashanan alpll { Hansip )

Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan/
Kelurahan

Pembinaan Politik Dalam HNegeri yang wmelilputi
pembinaar  umum dan meayarakat, Pembinaan
parlindungan mesyarakat dan keteantraman umum,
Keaatuan hangsa dan  ldeologl negaen daertn



pengamanan polltik.

Pelaksanzan pemilihan vmum

Pemasyarakatan P4

. Penvuluhan atas pelaksannan Undang—undang Ho.D

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pembinaan Parbatazan antar Kecamatan

. Membina dan mengsrahkan pengembangsn Wilavah

Hotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang atau wilayah
kerjanya.

Pembinasn, pelaXsansan dan penertiban pendaftaran
renduduk dan catatan =ipil

‘Manglkuti perkembangsn dan menciptakan teprtib

pelakeanaan peraturan perundang-undangan yeng
barlaku termasuk Peraturan Daerah Tingkat I Jawa
Tengah dan Peraturan Daerah Kotamadia Daerah
Tingkat I Samarang.

Menciptakan ' keharmonisan hubungsan lerda antar
unaur pimpinan ditingkat kecamatan

. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memaduken

perencanaan dan pelaksanaan Xeglatan berbagai
instanal diwilavah kerjanysa.

. Membina dan memconitor pelaksanaan, pemasukan pajak

dan retribusl,
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. Sebagai Hoordinator Instenzifikasi PBB diwilayah

kerdanysa.

Sabagai koordinator intensifikas=j pajalt-pajak
negara

Sebagai Koordinator pembebaszan,penggadanan dan
pencadangan diwllayah kerjanya untuld keperluan

proyek pemerintah maupun proyek swasta.

Sebagai Ketusa tim penyuluhan Peraturan Pemerintah
No 6 Tahun 1888 tentang Koordinasi Kegiatan
Inatansi Vertikal di daerah dan Inatrukai
Mendagri Ho 18 Tahun 18989 tentang Juklak
Peraturan Pemerintah Ro.6 Tahun 1988 tersebut.

Hangkoardinasikan paEngawasan wmiim terhadap
timbulnya pandudukan tanah secara liar

Hangknurﬁinasikan pengawasan dan mencegah
timbulnya bangunan-bangunan sebelum memiliki izin
mendirilkan Bangﬁnan {IHBY dan perusahasn s=ebelum
memiliki izin tempat usaha { ITU) dari Pemeprintah
Kotamadia Daerah Tingkat 11 Semarang.

FPenyelenggara dan Penenggung Jawabh peloksanaan
lomba Kelurahan di wilavah Kerjanva

. Mengamil sumpah melantik dan menyak=zikan serah

terima Jabatan Sekretari=s Kelurahan . Kepals
Urusan Eelurshan, Kepala Lingkungan Kelurshan.

. Melakesanakan . Pamebinaan pencagahan marta

pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan—
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ketentuan hukuk yang terdapat dalam pengesahan
dan pengawagan musysawarah EBadan Pelaksanaan
Pendidikan (BP 3) di wilayah kerjanva.

z. Membina dan Melakaanakan pengesahan musyawarah

Kelutrahan dalam bidang HE 3 { Hebarsihan,
Eetertiban dan Eelndahan

2. Bidang Pembangunan

4. Hengawa=zi dan membina pelaksanaan proyelk inpres
dan bantuan Presiden

b. Mengawasl dan membinae pelaksanaan pembangunan

Eelurahan dan pembangunan lalnnya.

¢. HMemantau pelakaanaan pembangunan fi=mik

pemarintahan dan prasarana fizik perekonomian.

4. Memantau perkembangan perinduatrian,
pertambangan, dan energl.

g. Membina pengsmbangan perdagangan, perkoperasian
dan pengembangan golongan ekonomi lemal  termasuk
pedagang kakil lima.

f. Membina kepariwlaataan

g. Membina masyvarakat Transmigrasi haik yang akan
diberangkatkan ataupun yang asudsh dimgkimkan,

h. Melakukan pembinaan den pengawasan adninistrasi
tarhadap barang-barang mililk pemerintah.
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Mengkaardinasikan permohonan program Bimas dan
Inmas

. .Membarikan pertimbangen terhadsp permohonan ijin

terhadap pemberian tempat-tempat ibadah.

Hembina dan mangawazi Penyusunan daftar skala
Prioritas (D3P dari Tbawah (kelurahan dan

Kecamatan )

- Bertanggung Jawab dan mengawssl pelaksanaan

rroyek pambangunaty diwilayah Kecamatan Terpadu
{(PPWT) maliputi perencanaan dan pengawasannva

Memantau hasil pembangunan vang dilaksanakan oleh
dinas Taknis pebagal masulkan dalam Program
evaluasi dan Inventarisasi.

Mangkoordinir perencanaan pembangunsn Wilayah
Kecamatan yang skan diusulkan kepada Pemerintah

Mangkoordinisr laporan-laporan hasil pelalksansan
pembangunan dari masing-masing kecamatsn,

Bidang Kemasyarskatan

a-

Mengkoordinasgikan dan melakmsanakan pengendalian
dalam rangka penanggulangan bencana alam, wabah,
dan penyakit menular, hkurangpangan dan ketunaan
soaial

Pengambangan bidang ketenagakerjaan dan

" perburuban:
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Pengembangan bldang Kesehatan Maavarakat;

. Pengembangan bidang Pendidikan, Generasl muada,

Kepramulkaan dan Peningkatan Peranan Wanita;

. Pengembangan bidang Olah raga;

Pembinaan Kependuduken Kelvarga Berencana, dan
Tranamigraai;

. Mengkoordinasikan PEK: . ‘

Pembinaan Kelastarian Lingkungan hidup dan
sunmber daya alam serta pencegahan pencemaran
IHingkungans;

. Pengembangan RKehiduapsan Kepulunan Unat beragama;

Pembinaan terhadaﬁ Penghavat Terhsdap Tuhan Yang
Maha EFan;

. Pembinaan orsganisasl kemasyarakatan dan lembaga

lainnya termasuk RT dan EW;

Fembinaan Organisasi -Sosial Politik dan
Organisasi Somial;

Penvalenggare dan Penanggung Jawsb FPelaksanaan

Hari Besar Nasional;

Hemberikan rekomendazl Femindahan Kerangka’

Jenazah keluar daerah;

. Mengkoordinamlkan dan mengawasi pelakaanaan
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. peningkatan pengamannan lingkungan;

p. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugasz tim Satlak
PBA;

a., Mengkoordinaasikan Pelalisanzan program HKebersihan
Keindahan dan Ketertiban;

r. Membantu Badan Pengawas Perusahaan Daerah dengan
cara memberikan saran/pertimbangan maupun
pendapat dalam rangka meninglkatkan pelayanan
repada maayaraksat

4. EBidang Umum
a. Meningkatlkan digsiplin Pegawai Hegerl;

b, Hembantu mengupayakan pengetahuan dan Ketrampilan
Pegawail Hegeri Sipil;

¢. Dalam hal melalksanakan tugas, Kewajiban, Wewenang
dan  Tanggung dawab  Pembantu Walikotamadia
verwenang menetaplkan Kebljaksanaan diwilavahnys,
sepanlang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan
Pemerintah yang telah ditetapkan,

Agar Heputusan Wallkotamadia Repala Daerah Tingkat II
Semarang No.137/437 Tahun 1923 tanggal 21 juli 1993 yang
tersebut diatas dapat dilaksanakan eecara berhasil guna
dan berdayagunamalka — dikeluavkanlsh : Reputusan
Walilkotamadia Kepala Dasrah Tingkat 11 Semarang W,
137,438 1933, tentang Hubungan Xerda Wallkotamadia EKepala
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Daerah Tingkat II Semarang dengan Pembantu walikotamadis ,
Camat dan Instansi yang lain " yang isinya adalah

1. Bidang Umum

a.

Dalam melakganskan  Tugaa Pakolk, Pembantu
Wallkotamadia Semarang berusaha melalkukan segala
upaya agar tugaE-tugas Walilkotamadia Hepala Daerah
Tingkat II Semarang dapat berjalan eecara berdaya
guna dan berhasilguns.

Unit-unit organisssi dalam lkantor Fembantu
Wallkotamadia Semarang Dalam melaksanakan
tugasnya menefapkan prinelp integrasi dan
sinkronisasi

Setiap usulan/surat darl camst yang diajukan
kepada Wallikotamadia Kepala Daerah Tingkat 1II
Semarang melalul Pembantu Walikotamadaia '
demikian pula perintah/surat dar Walikotamadia
Kepala Daerah  Tingkat II Semarang ECamat
dilskukan melalul Pembantu Walikotamadia. Daerah
Tingltat II Semarang dapat memberikan perintah
lang=zung kepada cocamat dangan memberi  tambuasan
kepada Pembantu Walikotamadia.

Dalam hal diselenggarskan upacara dalam rangka
kegiatan pemerintah di wilayah kerda PFembant
Walilkotamadia  yang dihadiry oleh pejabat
Kotamedia vang tingkat Jabatannya  dibawah
Sekretaris Wilayah Daerah/Tlaerah Kotamadia Daerah
Tingkat I1 Semarang ., maka- Pembantu wallkotamadia
ditetaplian gebagai rejabat vang mewakili
Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat 11 Semarang.
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e. Kedudukan  protokecler Pembantu Walikotamadia
adalalh Pejabat sipil tertinggl diwilayah kerjanya,

2. Hubungan Kerja Pembantu Walilkotamadia dengan

a. Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat I1 Semarang
adalah dibawah dan hertanggung Jawab langsung ;

b. DFRD Kotasmadia Daerah Tingkat 171 Semarang adalah
hubungan Ronsultatif;

c. Sekretaria. Wilayah/Daerah Tingkat 11 Semarang
adalsh Hubungan Fungsional;

. d. Staf dilipgkungan Sekretariat Wilavah/Daerah
Eotamadia Daerah Tingkat 11 Semarang adalah
hubungan Fungsional;

e. Camat dilingkungan Xerdanya adalah  hubungan
koordinatif;

f. Inatansi-instansi dalam wilayah kerjanya adalah
hubungan kcardinasl

Dari iei peraturan-peraturan teraabut diata= ternyatsa
Eedudukan dan Tangegung Jawab Pembantu Walikotamadia
Semarang sangat penting berhubung tugaz dan fungai
walikotamadia Daerah Tingkat 11 Semarang memakin komplek
sehubungan dengan perkembangan Kota Semarang ltu  sendird,
dimana Semafhng adalah ditunjul: BSebagai Ibukota Jowa

Tengah.
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BAB VI
EESIMPULAN DAN SARAN

A. Keaimpulan,

Berdazsaerkan ha=il penelitian seperti vang dluraikan

dalam Bab IV tersebut distaz , maka dapat diambil beberapa

kegimpulan

1I

Pembantu Walikotamadia Semarang berdasarkan Peraturan
terbaru sekarang dlbhagli menJadl Tiga wilsyah . yang
samlla hanya =atu wilayah.

Pambantﬁ Wallkotamadya Semarang mempunyal kedudukan
sebagal TPejabat Pemerintah Pusat yang berada dibawah
dan Bertanggung Jawab langsung Xepada Wallkotamadia
Kepela Deerah Tingkat II Semarang. '

Fembantu Walikotamadia Daerah Tingkat 11 Semarang
adalsh sebagal kelanjutan Lembaga alat Perlengkapan

Negara vang namanye Wedana (=aebelum dikberlalukan U No

5 Tahun 1874}

. Pembantu Walikotamadia Semarang adalah sebagai pejabat

vabg mengkoordinasiltan tugas—-tudas Camat wvang berda
dalam wilayah kerjanya.

Tugas dan Fungsi Yang menjad{ Tanggung Jawab FPembentu
Walikotamadia Daersh sangat besar sekall dikarenakan
Tugas dan Fungel y;ng menjadi tangguﬁg Jawab
walillkotamadia Kepala Daerah Tingkat IT Semarans Juga
besar berhubung Keompleknya permasalahan yang ada dalam
Kota Semarang.
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6. Pembantu Wallkotamadya Daeréh Tingkat 11 Semarang

adalah mempunyal kewenangan mepibantit tugas
Walikotamadia Kepala Daerah Tingkat I1 dalam 1lingkup
renyelenggaraan tugaa berdasarkan atas asas
Dekonsentrasi

B._Saran-—saran

. Balwa agar tidak terjadi kejumbuhan dalam pelalksanaan

tugas Pembantu ealikotamadia dengan Aparat lain yang
berada dalam lingkungan Kotamadia dserah Tingkat 11
Semarang periu dilakeanskana hubungan kerda dan
koordinaasi yang bailk antara patu dengsn lainnya.

Sehubungan dengan Peraturan yang mengatur tentang

Fembantnu Walikotamadia relatif haru malka perlu
pemasyarakatan darl peraturan tersebut.
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